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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Rantau sudah dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 baik dari segi 

tahapan pra mediasi hingga tahapan proses mediasi. Dengan kata lain 

Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan Agama Rantau sudah berjalan namun belum optimal. 

2. Implementasi Perma tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh 

para mediator antara lain adanya perkara-perkara perdata perceraian yang 

tidak bisa dilakukan mediasi seperti perkara perceraian yang mendominasi 

verstek, ghaib karena tidak secara tegas diatur pada Perma tersebut. 

Putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) hanya 

terjadi jika prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB 

III tidak dilalui atau dilaksanakan. Namun untuk perkara perceraian ada 

perlakukan khusus meskipun tidak disebut secara jelas di dalam Perma 

nomor 1 Tahun 2008, karena Perma ini berlaku secara umum bukan hanya 

untuk satu lingkungan peradilan saja. Begitu pula perkara-perkara khusus 

yang tidak bisa dimediasi meskipun bersifat kontensius seperti Izin 

Poligami dan pembatalan perkawinan. Selain itu kendala lain dalam 

penerapan mediasi antara lain minimnya sarana dan prasarana seperti 

tempat mediasi yang kurang memadai karena selain sempit, tempatnya 



menyatu dengan ruang perpustakaan sehingga ruangan menjadi semakin 

sempit. Tingkat Keberhasilan mediasi dapat disebabkan dari berbagai 

aspek antara lain aspek perkara itu sendiri seperti perkara perceraian yang 

mendominasi perkara di Pengadilan Agama Rantau. Perkara perceraian 

yang diajukan pasangan suami isteri sudah sangat rumit dan sudah pecah 

berantakan sehingga sangat sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu tingkat 

keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Berbeda 

halnya dengan perkara kewarisan atau yang berkaitan dengan kebendaan. 

Perkara ini akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil didamaikan 

karena dengan proses tawar menawar kedua belah pihak yang 

berkelanjutan sehingga menghasilkan win-win solution. Selain itu Aspek 

mediator juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah mediasi. Hal 

ini terkait motivasi dan kegigihan dalam menuntaskan perkara serta 

keterampilan/Skill mediator yang berkaitan erat  dengan sertifikasi seorang 

mediator.  

B. Saran-Saran 

 Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada 

penulisan akhir tesis ini di antaranya sebagai berikut: 

1. Mahkamah Agung perlu merevisi pasal-pasal pada Perma tentang prosedur 

mediasi yang terkait dengan Jenis perkara yang dimediasi atau 

pengecualian perkara yang tidak dimediasi seperti perkara-perkara yang 

ada di Peradilan Agama.  

2. Para hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Rantau 



diharapkan telah mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang mediator 

sehingga menjadi lebih berkualitas dan berperan secara optimal dalam 

menerapkan asas  perdamaian.  

3.  Para hakim mediator harus lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu 

dalam tahapan mediasi yang telah diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 

serta berperan aktif, gigih dalam memecahkan permasalahan kedua belah 

pihak sehingga menghasilkan penyelesaian dengan pendekatan win-win 

solution yang akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena 

butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan.  

4. Mahkamah Agung diharapkan selalu mengadakan Pelatihan-pelatihan 

yang berkaitan dengan mediasi dengan mengundang hakim-hakim di 

daerah untuk mencetak hakim yang mampu menjadi mediator yang baik 

sehingga pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan 

memberikan hasil yang optimal. 

5. Pengadilan Agama Rantau menyediakan diharapkan dapat menyediakan 

ruangan khusus untuk mediasi, dan tidak bercampur dengan tempat 

lainnya. 
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